
BUPATI GROBOGAN 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 1.3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN 

GAJl KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA H:SA 

BUPATI GROBOGAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian 

T'unjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 

Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tw1jangan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun l 950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4 186); 

3. Undang-Undang 

Perbendaharaan 

Nomor 

Negara 

1 Tahun 

(Lembaran 

2004 

Negara 

tentang 

Republik 

Tndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
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Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lemba ran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 l 9 i:cntang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcp1.1blik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Perai:uran Pemerintah Nomor 63 Tahun 202 1 tcntang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya clan Gaji Ketiga Bdas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, <lan 

Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambaban Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 6682); 

7 . Peraturan Da.erah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah 

Kabu paten Grobogan Tahun Anggaran 2021 (Lernbaran 

Daerah Tahun 2020 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNI~ 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN 

GA.Jl KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGAR/1.N PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021. 

BABl 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraru.ran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
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1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupali Grobogan. 

3. Pemerin tah Daerah ada lah Bupati 

penyelenggara 

pelaksanaan 

pemerinLahan daerah 

urusan pcmerintahan 

kewenangan daerah otonom. 

sebagai unstn­

yang memimpm 

yang menJcHli 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disin gkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyaL Daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyclenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjut.nya disingkat. PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertenLu, 

diangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara seca.ra i:ctap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaia.n untuk menduduki jabalan 

pemerintahan. 

6. Pegawa.i Pemerintah dengan Perjanjian KerJa yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara lndonei;ia 

yang mcmenuhi syarat tertentu, yang diangkal 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

da.larn rangka melaksanakan tugas pemerintaban. 

7. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhJ 

persyaraLan tertentu untuk menenma pcnghargaan 

dan/a1.au penghormatan dari negara dalam bentuk 

pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang 

selanjutnya disingkal APBD adalah rencana keuangan 

t.ahunan Daerah yang ditetapkan denga.n Pcraturan 

Daerah. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang sela.njutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang dilerapkan oleh unit pelak.sana 

teknis dinas/bada.n Daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang mempunyai Oeksibilitas dala.m 

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketencuan pengelolaan Dacrah pada umumnya. 

10. Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri. 

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya clisebut SPM 

a dalah dokumen yang digunakan unl-uk penerbiLan surat 



perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan 

belanja Daerah. 

BAB II 

PEMBERIAN TLJNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJl KETIGA BELAS 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan 

Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penenma 

Tunjangan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksu d pada ayat ( 1) 

terdiri dari : 

a. Bupati dan Wakil Bupati; 

b. PNS dan Calon PNS; dan 

C. PPPK. 

(3) Apararur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

termasuk: 

a . Pimpinan dan Anggota DPRD; 

b. Pimpinan BLUD; dan 

c . Pegawai Non-Pegawa.i Aparatur Sipil Negara yang 

bertugas pada BLVD. 

(4) Peneri.ma Tunjangan sebaga.imana dimaksud -pada ayat (1) 

yaitu janda/duda, anak, atau orang tua Penerima 

Tu.nja;1gan tambahan penghasilan atau yang d isebul juga 

sebaga.i gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang 

meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuau 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pemberian tunjangan tambahan pcnghasilan bagi pensiun 

janda/duda PNS. 

(5) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang bertugas pada BLUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai 

kemampu an keua;1gan BLUD dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 3 

(1) Pcgawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas 

pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. warga Negara Indonesia; 

b. pada saat Peratu.ran Bupati ini diundangkan, telah 

melaksanakan tugas pokok organisasi sccara penuh 

dan terus menerus pafu1g singkat selama 1 (satu) tahun 

sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanJian 

kerja; 

c . diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan 

dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara 

belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh 

dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , TunJangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat cliberikan apabila · 

a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pJabat 

yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja 

dimaksud telah dinyatakan berhak mcncrima 

Tunjangan H ari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas; atau 

b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya 

dan/ a.tau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

Pasal 4 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak clibe1;kan 

kepada PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruJ b dalam hal : 

a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau 

b. sedang clitugaskan di luar instansi pemerintah baik di 

dalam neg~ri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar 

oleh instansi tempat penugasan, 

sesuai dengan keLentuan peraturan perundang-undangan 



Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK 

dan Pejabal Negara terd iri dari : 

a. gaji pokok; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; dan 

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, 

sesuaijabatan dan/atau pangkatnya. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. paling 

banyak sebesar akumulasi dari Uang Rcpresenlasi, 

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengai, 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang menga.Lur 

hak keuangan dan ad.ministratif Pimpinan da n Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Tunjangan Harl Raya dan Gaji Kctiga Bclas bagi Calon PNS 

terdiri atas : 

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; dan 

d. tunjangan umum, 

sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya. 

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi : 

a. Pimpinan BLUD; dan 

b. Pegawai Non- Pegawai Apara.tur Sipil Negara yang 

bertugas pada BLUD, 

paling banyak sebesar Tunjangan Bari Raya dan GaJJ 

Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pa da BLUD 

tersebut yang peringkatjabatannya atau gradenya setara 

Pasal 6 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas cidak termasuk : 

a. tunjangan kinerja; 

b. tunjangan kinerja daerah al.au sebutan lain; 

c. tambahan penghasilan pegawai a.tau sebutan lain; 

d. insentif kinerja; 
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e. insentif kerja; 

f. tunjangan pengelolaan a.rstip statis; 

g. runjangan bahaya, tunjangan resiko, 

kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis; 

h. tunjangan pengamanan; 

1. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru; 

J- tambahan penghasilan bagi guru PNS; 

k. inscntif khusus; 

I. tunjangan khusus; 

m. runjangan pengabdian; 

n . tunjangan operasi pengamanan; 

o. tunjangan selisih pengbasilan; 

p. tunjangan penghidupan luar negeri; 

lUOJanga.n 

q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan denga.n peracuran 

perundang-undangan atau peraturan internal inslansi 

p=erintah; dan 

r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketcntuan 

peraruran perundang-undangan. 

Pasal 7 

( l) Tunjangan Hari Raya da.n Gaji Ketiga Belas, tidak 

di~enakan potongan iuran dan/atau polongan lain 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dikenakan 

pajak penghasilan sesua.i dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagain1ana dimaksud pada ayat (1), 

besarannya sesuai dengan ketentuan scbagaimana 

dim.aksud dalam Pasal 5, untuk 1 (satu) bulan pada bulan 

April Tahun 2021. 

(4) Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati 

besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

din1aksud dalam Pasal 5, untuk 1 (satu) bulan pada bula.n 

Mei Tahun 2021. 

(5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dirnaksud pada ayai: (1). 

besarannya sesua.i dengan l<etentuan sebaga.imami 

dimaksud dalam Pasal 5, untuk l (satu) bulan pada buian 

Juni Tahun 2021. 
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Pasal 8 

( 1) Dalam hal Apa.rarur Negara sesuai ketentuan dapat 

menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, 

Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) 

Tunja.ngan Ha.ri Raya yang nilainya paling besar . 

(2) Dalam ha! Aparacur Negara sekaligus sebagai Pensiunan 

ai.au sebaliknya, Pensiunan sekaligus sebagai Apararur 

Negara sesuai ketentuan dapal menerima lebih da,i 1 (satu) 

Tunjangan Hari Raya ma.ka Tunjangan Hari Raya yang 

dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang 

nilainya paling bcsar. 

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), menerima lebih dan 1 

(satu) Tunjangan Harl Raya , kelebihan pembayaran 

Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib 

mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam ha.I Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima 

Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan. 

Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan: 

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara ; dan 

b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun 

dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penenma 

Tunjangan. 

(5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun 

dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari 

Raya yang dibayarkan: 

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan 

b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun 

clan/a.tau Tu njangan Hari Raya sebagai Penenrua 

Tunjangan. 

(6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima 

Tunjangan, 'I'unjangan Hari Raya yang dibayarkan: 

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun. dan 

b . Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan. 
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Pasal 9 

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 

menerima lebih dari 1 (sacu) Gaj i Ketiga Belas, Gaji Ketiga 

Belas yang dibayarkan hanya 1 (salu) yang nilainya pwing 

besar. 

(2) Dalam ha! Aparatur Negara sekaligus sebaga i Pensiunan 

atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparalur 

Negara sesu ai ketentuan dapat menerima lebih dan l (satul 

Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 

1 (satu) yang nilainya paling besar. 

(3) Dalam hal Aparatu, Negara dan Pensiunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebili dari 1 

(satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembaya ran Gaji Ketiga 

Bclas tersebut mcrupakan utang dan wajib mengemba1ikan 

kepada negara sesuai dengan ketenruan pcraturan 

perundang-undangan. 

{4) Dalam hal Apararur Negara sekaligus sebagai Penerima 

Pensiun, dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji 

Ketiga Be las yang dibayarkan: 

a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatu.r Negara; dan 

b. GajL Ketiga Belas sebagai Penerima Pern;iu n dan/at.au 

Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan. 

(5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pens1un 

dan/atau sebagai Penerima 1'unjangan, Gaji Ketiga Bela~ 

yang dibayarkan: 

a : Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiw1an; dan 

b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/alau 

Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan. 

(6) Dalam ha! Penerima Pensiun sekaligus sebagai P\merima 

Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan: 

a. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun; dan 

b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan. 

BAB Ill 

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJ1 KETIGA BELAS 

Pasal 10 

(1) Tunjanga n Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) 

hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 
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(2) Dalam ha! Tunjangan 1-Iari Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Han 

Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

Pasal 11 

(1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada b u Ian Juni . 

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dima ksud pada 

ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Be tas dapal 

dibayarkan sei:elah bulan Juni. 

BAB TV 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 12 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas kepada Sadan Pe11dapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah. 

{2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Kelig.i Belas 

sebagaimana climaksud pada ayat (1) dibuat tersendin dan 

terpisah dari SPM gaji bulana.n. 

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1.ermasuk 

digunakan untuk pembayaran kek-urangan a tau susulan 

pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. 

Pasal 13 

Dalam penerbilan Surat Keterangan Penghentian Pemba yaran 

bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicanlumkan 

keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaj1 Kctiga 

Bela s telah dibayarkan atau belum dibayarkan. 

Pasal 14 

Tata cara pcnerbitan dan pcngajuan Surat Pcrminlaan 

Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Han Raya dan 

Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 dilaksanakan sesuai keten ruan 

mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pcgawai. 
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BABV 

PENGANGGARAN 

Pasal 15 

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuru Peraturan 

Bupati ini dibebankan pada : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi : 

1) PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah: 

2) PPPK yang bekerja pada inst:ansi pemerintah; 

3) Bupati dan Wakil Bupati; dan 

4) Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiJan Rakyat Daer-ah. 

b. Pendapatan BLUD selain yang bersumber dari Hibah rlan 

APBD bagi: 

1) Pimpinan BLUD; dan 

2) Pegawai Non-Pegawai Aparanrr Sipil Negara yang 

bcrtugas pada instansi daerah yang menerapkan pola 

pengelolaan keuangan BLUD. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Peracuran Bupati ini mulai berlaku : 

a . Peratuan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2020 tent.ang 

Perunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Non Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapacan dan Belanja Kabupaten Grobogan (Berita 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 29); 

b. Peracuran Bupati Grobogan Nomor 45 Tah u n 2020 tenwng 

Petunjuk Teknis Pembcrian Gaji dan Tunjangan Ketiga 

Belas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemcrintah 

Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2020 Nomor 45) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

11 



Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Diundangkan di Punvodadi 

~~an;:;_,ggal 4 IYW a.o'l,\ 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada t!!llgg!ll ' 3o (\\e,i ~ 'l., l 

BUPATl •C;H~G>BOGAN, 

SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR I ~ 
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